BAB I1

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Reformasi Birokrasi
1. Pengertian dan Dasar Hukum Reformasi Birokrasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, reformasi adalah
perubahan secara drastis untuk perbaikan (bidang sosial, politik, atau
agama) dalam suatu masyarakat atau negara. Jika dalam hukum,
reformasi diartikan sebagai perubahan secara drastis untuk perbaikan
dalam bidang hukum dalam suatu masyarakat atau negara. Menurut
Kamus Besar Bahasa Indonesia, birokrasi adalah sistem pemerintahan
yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang pada
hierarki dan jenjang jabatan.

Ditinjau dari segi bahasa, birokrasi berasal dari bahasa Yunani,
kratein yang berarti mengatur. Dalam bahasa Prancis, kata birokrasi
disinonimkan dengan kata bureau yang berarti kantor. Secara umum,
Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk
melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem
penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek
kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business prosess) dan

sumber daya manusia aparatur.*

1 Kementrian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi, Reformasi
Birokrasi, http://www.menpan.go.id/reformasi-birokrasi/makna-dan-tujuan, Diakses 08 Nobember
2016.



http://www.menpan.go.id/reformasi-birokrasi/makna-dan-tujuan

Dalam rangka mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan

yang baik, maka dipandang perlu melakukan reformasi birokrasi di

seluruh Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah, karena sebab itulah

reformasi birokrasi diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun

2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.

Dasar hukum reformasi birokrasi yang lain diatur pula dalam

beberapa Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut ini:

a.

b.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas KKN;

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah;



i. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

J. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian
Negara;

k. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik;

I.  Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;

m. Keputusan Presiden Nomor 84/P/2009 tentang Pembentukan
Kabinet Indonesia Bersatu Il Periode 2009-2014;

n. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;

0. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010 tentang
Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional

dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional.

2. Tujuan Reformasi Birokrasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang
Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, reformasi birokrasi
bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional
dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan

bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan



memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Tujuan

reformasi birokrasi diantaranya:

a. Mengurangi dan akhirnya ~ menghilangkan setiap
penyalahgunaan kewenangan publik oleh pejabat di instansi

yang bersangkuan;

b. Menjadikan negara yang memiliki most-improved bureaucracy;

c. Meningkatkan mutu pelayanan kepada masayrakat;

d. Meningkatkan ~ mutu  perumusan  dan  pelaksanaan

kebijakan/program instansi;

e. Meningkatkan efisiensi (biaya dan waktu) dalam pelaksanaan

semua segi tugas organisasi;

f.  Menjadikan birokrasi Indonesia antisipatif, proaktif, dan efektif
dalam menghadapi globalisasi dan dinamika perubahan

lingkungan strategis.

3. Ruang lingkup Grand Design Reformasi Birokrasi
Rencana pembangunan aparatur negara yang holistik sudah dituangkan
dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, dan
Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014. Salah



satu prioritas peraturan tersebut adalah pemantapan reformasi birokrasi
instansi. Oleh karena itu, ruang lingkup Grand Design Reformasi

Birokrasi 2010-2025 difokuskan pada reformasi birokrasi pemerintah.

4. Arah Kebijakan Reformasi Birokrasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, arah kebijakan reformasi birokrasi

adalah :

a. Pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi
birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan
untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, baik di pusat
maupun di daerah agar mampu mendukung keberhasilan
pembangunan di bidang lainnya (UU No. 17 Tahun 2007 tentang

RPJPN 2005-2025).

b. Kebijakan pembangunan di bidang hukum dan aparatur diarahkan
pada perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik melalui
pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi (Perpres No. 5 tahun

2010 tentang RPIMN 2010-2014).

5. Visi Reformasi Birokrasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang
Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, Visi reformasi birokrasi

adalah “Terwujudnya Pemerintahan Kelas Dunia”. Visi tersebut menjadi



acuan dalam mewujudkan pemerintahan kelas dunia, yaitu pemerintahan
yang profesional dan berintegritas tinggi yang mampu menyelenggarakan
pelayanan prima kepada masyarakat dan manajemen pemerintahan yang
demokratis agar mampu menghadapi tantangan pada abad ke-21 melalui tata

pemerintahan yang baik pada tahun 2025.

Misi Reformasi Birokrasi

Berdasarkan Visi reformasi birokrasi adalah “Terwujudnya
Pemerintahan Kelas Dunia”. Visi tersebut menjadi acuan dalam
mewujudkan pemerintahan kelas dunia, yaitu pemerintahan yang
profesional dan berintegritas tinggi yang mampu menyelenggarakan
pelayanan prima kepada masyarakat dan manajemen pemerintahan yang
demokratis agar mampu menghadapi tantangan pada abad ke-21 melalui

tata pemerintahan yang baik pada tahun 2025.

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design
Reformasi Birokrasi 2010-2025, Reformasi birokrasi memiliki beberapa

misi sebagai berikut :

a. Membentuk/menyempurnakan peraturan perundang-undangan
dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
b. Melakukan penataan dan penguatan organisasi, tatalaksana,
manajemen sumber daya manusia aparatur, pengawasan,
akuntabilitas, kualitas pelayanan publik, mind set dan culture

set;



c. Mengembangkan mekanisme kontrol yang efektif;

d. Mengelola sengketa administratif secara efektif dan efisien.

7. Prinsip — Prinsip Reformasi Birokrasi
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, beberapa prinsip dalam
melaksanakan reformasi birokrasi dapat dikemukakan sebagai berikut :
a. Outcomes Oriented
Seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitan
dengan reformasi birokrasi harus dapat mencapai hasil
(outcomes) yang mengarah pada peningkatan kualitas
kelembagaan, tatalaksana, peraturan perundang-undangan,
manajemen SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kualitas
pelayanan publik, perubahan pola pikir (mind set) dan budaya
kerja (culture set) aparatur. Kondisi ini diharapkan akan
meningkatkan  kepercayaan masyarakat dan membawa
pemerintahan Indonesia menuju pada pemerintahan kelas dunia.
b. Terukur
Pelaksanaan reformasi birokrasi yang dirancang dengan
outcomes oriented harus dilakukan secara terukur dan jelas

target serta waktu pencapaiannya.



Efisien

Pelaksanaan reformasi birokrasi yang dirancang dengan
outcomes oriented harus memperhatikan pemanfaatan sumber
daya yang ada secara efisien dan profesional.

Efektif

Reformasi birokrasi harus dilaksanakan secara efektif sesuai
dengan target pencapaian sasaran reformasi birokrasi.

Realistik

Outputs dan outcomes dari pelaksanaan kegiatan dan program
ditentukan secara realistik dan dapat dicapai secara optimal.
Konsisten

Reformasi birokrasi harus dilaksanakan secara konsisten dari
waktu ke waktu, dan mencakup seluruh tingkatan pemerintahan,
termasuk individu pegawai.

Sinergi

Pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan secara sinergi.
Satu tahapan kegiatan harus memberikan dampak positif bagi
tahapan kegiatan lainnya, satu program harus memberikan
dampak positif bagi program lainnya. Kegiatan yang dilakukan
satu instansi pemerintah harus memperhatikan keterkaitan
dengan kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah
lainnya, dan harus menghindari adanya tumpang tindih

antarkegiatan di setiap instansi.



h. Inovatif
Reformasi birokrasi memberikan ruang gerak yang luas bagi
K/L dan Pemda untuk melakukan inovasi-inovasi dalam
penyelenggaraan pemerintahan, pertukaran pengetahuan, dan
best practices untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik.

i. Kepatuhan
Reformasi birokrasi harus dilakukan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

j.  Dimonitor
Pelaksanaan reformasi birokrasi harus dimonitor secara
melembaga untuk memastikan semua tahapan dilalui dengan
baik, target dicapai sesuai dengan rencana, dan penyimpangan

segera dapat diketahui dan dapat dilakukan perbaikan.

8. Sasaran dan Indikator Keberhasilan Reformasi Birokrasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang
Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, sasaran reformasi
birokrasi diantaranya, terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas
KKN, terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada
masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja
birokrasi. Dimana sasaran-sasaran pencapaian tersebut dilakukan secara

bertahap hingga diharapkan menghasilkan governance yang berkualitas.



Semakin baik kualitas governance, semakin baik pula hasil

pembangunan (development outcomes) yang ditandai dengan:

a. Tidak ada korupsi;

b. Tidak ada pelanggaran;

c. APBN dan APBD baik;

d. Semua program selesai dengan baik;

e. Semua perizinan selesai dengan cepat dan tepat;

f.  Komunikasi dengan publik baik;

g. Penggunaan waktu (jam kerja) efektif dan produktif;

h. Penerapan reward dan punishment secara konsisten dan
berkelanjutan;

i. Hasil pembangunan nyata (propertumbuhan, prolapangan kerja,
dan propengurangan kemiskinan; artinya menciptakan lapangan
pekerjaan, mengurangi  kemiskinan, dan memperbaiki

kesejahteraan rakyat).

9. Kunci Keberhasilan Reformasi Birokrasi
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 Kunci keberhasilan pelaksanaan
reformasi birokrasi terletak pada beberapa hal berikut :
a. Komitmen Nasional
Komitmen nasional ditunjukkan dengan adanya Undang-Undang Nomor

17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025, Peraturan Presiden Nomor 5



Tahun 2010 tentang RPJMN 2010-2014 yang menegaskan reformasi
birokrasi sebagai prioritas utama, dan Keputusan Presiden Nomor 14
Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi
Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional.

Penggerak Reformasi Birokrasi

Penggerak reformasi birokrasi secara nasional adalah Komite Pengarah
Reformasi Birokrasi Nasional dipimpin oleh Wakil Presiden Republik
Indonesia, Tim Reformasi Birokrasi Nasional dipimpin oleh Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
dibantu oleh Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional, Tim
Independen dan Tim Quality Assurance. Selanjutnya, secara instansional
penggerak reformasi birokrasi adalah pimpinan K/L dan Pemda.
Penggerak reformasi birokrasi harus berdaya tahan tinggi terhadap
tantangan dan hambatan serta memiliki daya dobrak dan kreativitas untuk
melaksanakan program-program terobosan, baik secara horisontal
maupun vertikal.

Muatan Reformasi Birokrasi

Muatan reformasi birokrasi dirumuskan dalam GDRB 2010-2025,
RMRB 2010-2014, RMRB 2015-2019, dan RMRB 2020-2024.
Pelaksanaan reformasi birokrasi dilakukan dengan penetapan prioritas
K/L dan Pemda berdasarkan kepentingan strategis bagi negara dan

manfaat bagi masyarakat.



d. Proses Reformasi Birokrasi

Proses reformasi birokrasi dilakukan dengan cara:

1)

2)

3)

Desentralisasi
Setiap K/L dan Pemda melakukan langkah-langkah reformasi
birokrasi dengan mengacu kepada GDRB 2010-2025 dan RMRB
2010-2014 dan seterusnya, sesuai dengan karakteristik masing-
masing institusi.
Serentak dan bertahap
Penyebarluasan pemahaman tentang GDRB 2010-2025 dan RMRB
2010-2014 dan seterusnya, dilakukan secara serentak kepada seluruh
K/L dan Pemda dalam rangka efektivitas pencapaian target sasaran
pelaksanaan reformasi birokrasi. Setiap K/L dan Pemda memiliki
karakteristik yang berbeda sehingga reformasi birokrasi dilakukan
dengan titik awal dan kecepatan yang berbeda. Format yang sama
diterapkan untuk K/L dan Pemda secara bertahap sesuai dengan
kesiapan masing-masing K/L dan Pemda.
Koordinasi

Reformasi birokrasi dilakukan dengan langkah-langkah yang
terkoordinasi secara nasional dengan acuan GDRB 2010-2025 dan
RMRB 2010-2014 dan seterusnya. Reformasi  birokrasi
dikoordinasikan secara nasional oleh Komite Pengarah Reformasi
Birokrasi Nasional, pelaksanaan sehari-hari dilaksanakan oleh Tim

Reformasi Birokrasi Nasional, dan implementasi program-program



dilaksanakan oleh K/L dan Pemda, serta dimonitor dan dievaluasi
secara periodik, berkelanjutan, dan melembaga.

Aparatur harus sadar bahwa reformasi birokrasi akan mengubah
birokrasi pemerintah menjadi birokrasi yang kuat dan menjadi
pemerintahan kelas dunia, yang mampu memberikan fasilitasi dan
pelayanan publik yang prima dan bebas dari KKN. Untuk itu,
reformasi birokrasi harus dilakukan secara sungguh-sungguh,
konsisten, melembaga, bertahap, dan berkelanjutan.

Dengan demikian, diharapkan akan terbentuk birokrasi yang
mampu mendukung dan mempercepat keberhasilan pembangunan di
berbagai bidang. Kegiatan ekonomi akan semakin meningkat dan
secara agregat akan mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi.
Dengan kegiatan ekonomi yang semakin luas, akan tersedia basis
penerimaan negara yang lebih besar untuk membiayai keberlanjutan
reformasi birokrasi dan pembangunan di bidang lainnya yang lebih

luas.

B. Tinjauan Tentang Pemerintah Daerah
1. Pengertian dan Dasar Hukum Pemerintah Daerah
Dasar hukum pemerintahan daerah diatur dalam BAB VI Undang-
Undang Dasar 1945 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang —

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.


https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Dasar_1945
https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Dasar_1945

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang — Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengertian dari Pemerintahan
Daerah adalah  penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem
dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

Sedangkan Pasal 1 ayat (3) menyebutkan pengertian dari Pemerintah
Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Melihat definisi pemerintahan daerah seperti yang telah
dikemukakan diatas, maka yang dimaksud pemerintahan daerah disini
adalah penyelenggaraan daerah otonom oleh pemerintah daerah dan
DPRD menurut asas desentralisasi dimana unsur penyelenggara
pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan
perangkat daerah.

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah
provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah kabupaten dan
daerah kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota
mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dalam BAB Il Pasal 2 dan

3 tentang pembagian wilayah.


https://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah

Gubernur, Bupati dan Wali Kota masing-masing sebagai Kepala
Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Daerah Kota
dipilih secara demokratis. Pemerintah daerah menjalankan otonomi
seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang

ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.

Fungsi Pemerintah Daerah
Fungsi Pemerintah Daerah menurut Undang — Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah diantaranya :

a. Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

b. Menjalankan  otonomi  seluas-luasnya, kecuali  urusan
pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan dengan tujuan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan
daya saing daerah.

c. Pemerintah daerah dalam  menyelenggarakan  urusan
pemerintahan memiliki hubungan pemerintahan pusat dengan
pemerintahan daerah. Dimana hubungan tersebut meliputi
wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber

daya alam, dan sumber daya lainnya.


https://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi
https://id.wikipedia.org/wiki/Pilkada

3. Asas — Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Berdasarkan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan pemerintahan daerah propinsi
dan kabupaten/kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh
perangkat daerah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
penyelenggaraan  pemerintahan  berpedoman pada  asas-asas
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diatur pada Pasal 58
Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan

Daerah, yang terdiri atas :

1) Kepastian hukum

2) Tertib penyelenggara negara

3) Kepentingan umum

4) Keterbukaan

5) Proporsionalitas

6) Profesionalitas

7) Akuntabilitas

8) Efisiensi

9) Efektivitas

10) Keadilan



Berdasarkan penjelasan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa asas umum
penyelenggaraan negara dalam ketentuan ini sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
bersih dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN), ditambah asas

efisiensi dan efektivitas sebagai berikut :

a. Asas kepastian hukum, adalah asas dalam negara hukum yang
mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan,
dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.

b. Asas tertib penyelenggaraan negara, adalah asas yang menjadi
landasan keteraturan, Kkeserasian, dan keseimbangan dalam
pengendalian penyelenggara negara.

c. Asas kepentingan umum, adalah asas yang mendahulukan
kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan
selektif.

d. Asas keterbukaan, adalah asas yang membuka diri terhadap hak
masyarakat untuk memproleh informasi yang benar, jujur, dan tidak
diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap
memperhatikan perlindungan atas hakasasi pribadi, golongan, dan
rahasia negara.

e. Asas proporsional, adalah asas yang mengutamakan keseimbangan

antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.



f. Asas profesionalitas, adalah asas yang mengutamakan keahlian yang
berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

g. Asas akuntabilitas, adalah asas yang menentukan bahwa setiap
kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus
dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai
pemegangkedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Wujud Pemerintahan Daerah

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang
pemerintahan daerah, dijelaskan bahwa wujud pemerintahan daerah
pasca era reformasi ialah otonomi. Wujud pemerintahan yang berbentuk
otonomi memungkinkan pemerintah daerah memiliki kewenangan dan
tanggungjawab untuk menyelenggarakan proses pemerintahan secara

mandiri.

5. Susunan Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah yang terdiri dari Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat

daerah.


https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_Daerah
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_Daerah

Pemerintah Daerah dapat berupa:

a. Pemerintah Daerah Provinsi (Pemprov), yang terdiri atas
Gubernur dan Perangkat Daerah, yang meliputi Sekretariat
Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah.

b. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Pemkab/Pemkot), yang
terdiri atas Bupati/Walikota dan Perangkat Daerah, yang
meliputi Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis

Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.

6. Perangkat Daerah

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang
pemerintahan daerah, Perangkat daerah provinsi terdiri atas sekretariat
daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
Perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretariat daerah,
sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan

kelurahan.

a. Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah. Sekretaris
Daerah diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi
persyaratan. Sekretaris Daerah Provinsi diangkat dan
diberhentikan oleh Presiden atas usul Gubernur sesuai dengan
peraturan perundang-undangan. Sekretaris Daerah
Kabupaten/Kota diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas

usul Bupati/Wali Kota sesuai dengan peraturan perundang-
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undangan. Sekretaris Daerah karena kedudukannya sebagai
pembina pengawai negeri sipil di daerahnya.

. Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD. Sekretaris
DPRD Provinsi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur
dengan persetujuan DPRD Provinsi. Sekretaris DPRD
Kabupaten/Kota diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Wali
Kota dengan persetujuan DPRD Kabupaten/Kota.

. Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah. Dinas
daerah dipimpin oleh kepala dinas yang diangkat dan
diberhentikan oleh kepala daerah dari pegawai negeri sipil yang
memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah.

. Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas
kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan
daerah yang bersifat spesifik berbentuk badan, kantor, atau rumah
sakit umum daerah. Badan, kantor atau rumah sakit umum daerah
sebagaimana dimaksud dipimpin oleh kepala badan, kepala
kantor, atau kepala rumah sakit umum daerah yang diangkat oleh
kepala daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat
atas usul Sekretaris Daerah.

. Kecamatan dibentuk di wilayah Kabupaten/Kota dengan Perda
Kabupaten/Kota yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah.
Kecamatan dipimpin oleh seorang camat yang dalam pelaksanaan

tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang bupati
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atau wali kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
Camat diangkat oleh Bupati/Wali Kota atas usul sekretaris daerah
kabupaten/kota dari pegawai negeri sipil yang menguasai
pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

f. Kelurahan dibentuk di wilayah kecamatan dengan Perda
Kabupaten/Kota yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah.
Kelurahan dipimpin oleh seorang lurah yang dalam pelaksanaan
tugasnya memperoleh pelimpahan dari Bupati/Wali Kota. Lurah
diangkat oleh Bupati/Wali Kota atas usul Camat dari pegawai
negeri sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan
dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

7. Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah

Secara umum, tugas dan wewenang Pemerintah Daerah? diantaranya :

a. Pemerintah daerah bersama-sama DPRD mengatur (regelling)
urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangannya.
Pemerintah daerah mengurus (bestuur) urusan pemerintahan daerah
yang menjadi kewenangannya. Pemerintah daerah  wajib

menyebarluaskan Perda yang telah diundangkan dalam Lembaran

2 Wikipedia Bahasa Indonesia Ensiklopedia Bebas. “Tugas dan Wewenang Pemerintah
Daerah”, 06 Juli 2016, https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah_daerah_di_Indonesia , diakses 21
April 2017.
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Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang telah diundangkan dalam
Berita Daerah.

Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman yang bersumber dari
Pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank,
lembaga keuangan bukan bank, dan masyarakat untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah dapat
melakukan pinjaman yang berasal dari penerusan pinjaman hutang
luar negeri dari Menteri Keuangan atas nama Pemerintah setelah
memperoleh pertimbangan Menteri Dalam Negeri. Perjanjian
penerusan pinjaman tersebut dilakukan antara Menteri Keuangan
dan Kepala Daerah.

Pemerintah daerah dengan persetujuan DPRD dapat menerbitkan
obligasi daerah untuk membiayai investasi yang menghasilkan
penerimaan daerah. Pemerintah daerah dalam meningkatkan
perekonomian daerah dapat memberikan insentif dan/atau
kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor yang diatur dalam
Perda dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
Pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal pada suatu
Badan Usaha Milik Pemerintah dan/atau milik swasta. Penyertaan
modal tersebut dapat ditambah, dikurangi, dijual kepada pihak lain,
dan/atau dapat dialihkan kepada badan usaha milik daerah.
Pemerintah daerah dapat memiliki BUMD yang pembentukan,

penggabungan, pelepasan kepemilikan, dan/atau pembubarannya



ditetapkan dengan Perda yang berpedoman pada peraturan
perundang - undangan.

Pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan guna
membiayai kebutuhan tertentu yang dananya tidak dapat disediakan
dalam satu tahun anggaran. Pengaturan tentang dana cadangan
daerah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pemerintah daerah wajib melaporkan posisi surplus/defisit APBD
kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap
semester dalam tahun anggaran berjalan. Pemerintah daerah
mengajukan rancangan Perda tentang perubahan APBD, disertai
penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD.
Pemerintah  daerah dapat membentuk badan pengelola
pembangunan di kawasan perdesaan yang direncanakan dan
dibangun menjadi kawasan perkotaan. Pemerintah daerah
mengikutsertakan masyarakat sebagai upaya pemberdayaan
masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan, dan
pengelolaan kawasan perkotaan.

Pada saat pemilihan kepala daerah pemerintah daerah memberikan
kesempatan yang sama kepada pasangan calon untuk menggunakan
fasilitas umum. KPUD berkoordinasi dengan pemerintah daerah
untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan

kampanye.
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C. Tinjauan Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

a. Pengertian dan Dasar Hukum APBN

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, anggaran adalah
perkiraan, perhitungan. Budget atau anggaran dalam pengertian umum
diartikan sebagai suatu rencana kerja untuk suatu periode yang akan
datang yang telah dinilai dengan uang. Kata budget yang digunakan di
Inggris sendiri merupakan serapan dari istilah bahasa Perancis yaitu
bouge atau bougette yang berarti “tas” di pinggang yang terbuat dari
kulit, yang kemudian di Inggris kata budget ini berkembang artinya
menjadi tempat surat yang terbuat dari kulit, khususnya tas tersebut
dipergunakan oleh Menteri Keuangan untuk menyimpan surat-surat
anggaran. Sementara di negeri Belanda, anggaran disebut begrooting,
yang berasal dari bahasa Belanda kuno yakni groten yang berarti

memperkirakan.

Di Indonesia sendiri, pada awal mulanya (pada jaman Hindia-
Belanda) secara resmi digunakan istilah begrooting untuk menyatakan
pengertian anggaran. Namun sejak Proklamasi tanggal 17 Agustus
1945, istilah “Anggaran Pendapatan dan Belanja” dipakai secara resmi
dalam Pasal 23 ayat 1 UUD 1945, dan di dalam perkembangan
selanjutnya ditambahkan kata Negara untuk melengkapinya sehingga

menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.



Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), adalah rencana
keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh
Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci
yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu
tahun anggaran (1 Januari - 31 Desember). APBN, perubahan APBN,
dan pertanggungjawaban APBN setiap tahun ditetapkan dengan Undang

- Undang.?

Undang — Undang Dasar 1945 merupakan dasar hukum yang paling
tinggi dalam struktur perundang — undangan di Indonesia. Oleh karena
itu pengaturan mengenai keuangan negara selalu di dasarkan pada
Undang — Undang ini, khususnya dalam BAB VII Undang — Undang
Dasar 1945 Amandemen IV Pasal 23 mengatur tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Adapun bunyi Pasal 23 :

(1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud dari
pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan
Undang — Undang dan dilaksanakan secara terbuka dan
bertanggung jawab untuk sebesar — besarnya kemakmuran

rakyat.

8 Wikipedia Bahasa Indonesia Ensiklopedia Bebas. “APBN”,
https://id.wikipedia.org/wiki/Anggaran_Pendapatan dan Belanja_Negara Indonesia, diakses 13
Desember 2016.
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(2) Rancangan Undang — Undang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama
Dewan Perwakilan Rakyat dengan mempertimbangkan Dewan
Perwakilan Daerah. Berdasarkan hal tersebut maka Pemerintah
bersama — sama DPR menyusun Rancangan Undang — Undang
APBN untuk nantinya ditetapkan, sehingga akan menjadi dasar
bagi Pemerintah dalam mengelola APBN dan bagi DPR sebagai

alat pengawasan.

(3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diusulkan oleh
Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara tahun yang lalu.

Hal ini dipertegas lagi dalam Undang — Undang Nomor 17 tahun
2003 Pasal 15 ayat (6) yang berbunyi “Apabila DPR tidak
menyetujui RUU sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah
Pusat dapat melakukan pengeluaran setinggi — tingginya sebesar
angka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran

sebelumnya”.

Anggaran adalah alat akuntabilitas, managemenn dan kebijakan
ekonomi. Sebagai instrumen kebijakan ekonomi anggaran berfungsi
untuk mendorong terwujudnya pertumbuhan dan stabilitas

perekonomian serta pemerataan pendapatan. Untuk mewujudkan



tujuan dan fungsi anggaran tersebut dilakukan pengaturan secara
jelas peran DPR dan Pemerintah dalam proses penyusunan dan
penetapan anggaran sebagai penjabaran Undang — Undang Dasar
1945. Pengaturan peran DPR dalam proses dan penetapan APBN
diatur dalam Undang — Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(UU MD3). Sementara itu peran pemerintah dalam proses
penyusunan APBN diatur dalam Undang — Undang Nomor 17

Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Sesuai amanah Undang — Undang Nomor 17 Tahun 2003, dalam
rangka penyusunan APBN telah diterbitkan Peraturan Pemerintah
Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran Kementerian Negara/Lembaga sebagai pengganti PP
Nomor 21 Tahun 2004 tentang hal yang sama. Dalam Peraturan

Pemerintah ini diatur hal — hal sebagai berikut:

Pertama: Pendekatan dan dasar penyusunan Rencana Kerja
Anggaran Kemeterian/Lembaga (RKA-K/L), penyusunan RKA-
K/L tersebut disusun untuk setiap Bagian Anggaran, Penyusunan
RKA-K/L menggunakan pendekatan a) kerangka pengeluaran
jangka menengah, b) penganggaran terpadu, dan c) penganggaran

berbasis kinerja. Selain itu RKA-K/L juga disusun menurut



klasisfikasi organisasi, fungsi dan belanja, serta menggunakan

instrumen, a) indikator kinerja, b) standar biaya, c) evaluasi kinerja.

Kedua: Mengatur tentang proses penyusunan RKA-K/L dan
penggunaannya dalam penyusunan rancangan APBN. Proses
penyusunan RKA-K/L pada dasarnya mengatur tentang proses yang
dimulai dari penetapan arah kebijakan oleh Presiden dan prioritas
pembangunan nasional sampai dengan tersusunnya RKA-KI/L, serta
peranan dari Kementerian Perencanaan, Kementerian Keuangan dan
Kementerian Negara/Lembaga lainnya. RKA-K/L yang telah
disusun tersebut digunakan sebagai bahan penyusun nota keuangan,
Rancangan APBN, Rancangan Undang — Undang tentang APBN

dan dokumen pendukung pembahasan Rancangan APBN.

b. Fungsi APBN

Fungsi dari APBN diantaranya :

a. Fungsi Alokasi
Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran negara harus diarahkan
untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta
meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian.

b. Fungsi Distribusi
Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran negara harus

memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.



Fungsi Stabilisasi

Fungsi stabilitasasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah menjadi
alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental
perekonomian.

Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi
pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan
negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Fungsi Perencanaan

Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi
pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang
bersangkutan.

Fungsi Otorisasi

Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar
untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang

bersangkutan.

Asas Penyusunan APBN

Penyusunan APBN didasari oleh asas-asas sebagai berikut :

a.

Kemandirian, artinya pembiayaan oleh negara didasarkan atas
kemampuan negara, pinjaman luar negeri hanyalah sebagai
pelengkap.

Penghematan atau peningkatan efisiensi dan produktivitas.



c. Penajaman prioritas pembangunan, maksud dari penajaman
perioritas pembagunan adalah APBN harus mendahulukan
pembiayaan yang lebih bermanfaat.

d. Menitik beratkan pada asas-asas dan undang-undang negara.

d. Prinsip Penyusunan APBN
Penyusunan APBN didasarkan pada prinsip umum yang meliputi
berbagai aspek-aspek, antara lain sebagai berikut :
a. Prinsip Penyusunan Berdasarkan Aspek Penerimaan

1) Mengindetifikasikan penerimaan sektor anggaran dalam jumlah
dan ketepatan penyetoran.

2) Mengintensifkan penagihan dan pemungutan piutang negara,
misalkan sewa penggunaan barang-barang milik negara, sewa
pelabuhan dan bandara.

3) Mengintensifkan tuntutan ganti rugi yang diderita oleh negara
dan denda yang dijanjikan.

b. Prinsip Penyusunan Berdasarkan Aspek Pengeluaran

1) Efektif dan efisien serta sesuai dengan kebutuhan teknis yang
ada.

2) Terarah dan terkendali sesuai dengan anggaran dan program
kegiatan.

3) Menggunakan semaksimal mungkin produk-produk dalam

negeri dengan memperhatikan kemampuan yang dimiliki.



€.

Proses Penyusunan APBN

Tahap pertama, departemen dan organisasi-organisasi yang dibiayai
mengajukan rencana pembiayaan kepada Presiden yang disampaikan
menteri departemen atau pimpinan organisasi bersangkutan. Kemudian
akan dibahas dalam kelompok kerja sidang kabinet. Jika disetujui,
pemerintah akan mengajukan RAPBN kepada DPR bila disetujui
RAPBN akan disahkan menjadi APBN dan bila ditolak pemerintah akan
menggunakan APBN tahun sebelumnya. Hal ini sesuai dengan BAB Il1

Pasal 23 ayat (2) dan (3) UUD 1945 tentang Hal Keuangan.

Sistem Anggaran Negara

Sistem anggaran negara saat ini terdiri dari 2 (dua) komponen utama:
a. Anggaran untuk pemerintah pusat yang dibagi dalam:

1) Anggaran rutin yang besarnya kira-kira 62 persen dari total
pengeluaran meliputi: belanja pegawai, belanja barang dan
subsidi (BBM dan bukan BBM);

2) Anggaran pembangunan yang besarnya kira-kira 14 persen
dari total pengeluaran meliputi pembiayaan rupiah dan
pembiayaan proyek. Untuk anggaran pembangunan, peranan
dana yang berasal dari negara-negara donatur saat ini masih
cukup besar.

b. Anggaran belanja untuk daerah, yang besarnya kira-kira 24
persen dari total pengeluaran. Anggaran ini terdiri dari Dana

Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana



Alokasi Khusus (DAK). Dana tersebut di transfer ke pemerintah

daerah baik provinsi, kabupaten maupun kotamadya.

D. Tinjauan Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
1. Pengertian dan Dasar Hukum APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana
keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan Peraturan
Daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari
tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.*

APBD terdiri atas:

a. Anggaran pendapatan, terdiri atas :

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meliputi pajak daerah,
retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan
penerimaan lain-lain

2) Bagian dana perimbangan, yang meliputi Dana Bagi Hasil,
Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus

3) Lain-lain pendapatan yang sah seperti dana hibah atau dana
darurat.

b. Anggaran belanja, yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan

tugas pemerintahan di daerah.

4 Wikipedia Bahasa Indonesia Ensiklopedia Bebas. “APBD”,
https://id.wikipedia.org/wiki/Anggaran_Pendapatan_dan Belanja_Daerah Indonesia, diakses 21
April 2017.
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C.

Pembiayaan, yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun
anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran

berikutnya.

Landasan Hukum APBD diantaranya :

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

C.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah Pasal 4 yang berbunyi:
Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah dalam rangka
pelaksanaan desentralisasi didanai APBD. APBD harus disusun
Pemerintah Daerah setiap tahun, yang dimaksud dengan Pemerintah

Daerah adalah:

1) Gubernur dan perangkatnya yang memerintah daerah

propinsi.

2) Walikota dan perangkatnya yang memerintah daerah kota

(dulu disebut Kotamadya).

3) Bupati dan perangkatnya yang memerintah daerah kabupaten.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah;



f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

g. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

i. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Uang Negara/Daerah;

j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah.

k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

I.  Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang
Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Keuangan Daerah serta

Tata Cara Pengawasan, Penyusunan, dan Penghitungan APBD;

. Fungsi APBD

Fungsi APBD diantaranya sebagai berikut :



Fungsi otorisasi bermakna bahwa anggaran daerah menjadi dasar
untuk merealisasi pendapatan, dan belanja pada tahun bersangkutan.
Tanpa dianggarkan dalam APBD sebuah kegiatan tidak memiliki
kekuatan untuk dilaksanakan.Fungsi perencanaan bermakna bahwa
anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam
merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.

. Fungsi pengawasan mengandung makna bahwa anggaran daerah
menjadi pedoman untuk menilai keberhasilan atau kegagalan
penyelenggaraan pemerintah daerah.

Fungsi alokasi mengandung makna bahwa anggaran daerah harus
diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi
pengangguran, dan pemborosan sumberdaya, serta meningkatkan
efisiensi, dan efektifitas perekonomian daerah.

. Fungsi distribusi memiliki makna bahwa kebijakan-kebijakan dalam
penganggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan, dan
kepatutan.

Fungsi stabilitasi memliki makna bahwa anggaran daerah menjadi
alat untuk memelihara, dan mengupayakan keseimbangan

fundamental perekonomian daerah.

. Sumber APBD

Anggaran pendapatan, terdiri atas :



C.

Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meliputi pajak daerah,
retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan
lain-lain

Bagian dana perimbangan, yang meliputi Dana Bagi Hasil, Dana
Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus

Lain-lain pendapatan yang sah seperti dana hibah atau dana darurat.

Berikut ini adalah sumber-sumber penerimaan pemerintah daerah

(subnasional):

a. User Charges (Retribusi)

Dianggap sebagai sumber penerimaan tambahan, tujuan utamanya
adalah untuk meningkatkan efisiensi dengan menyediakan informasi
atas permintaan bagi penyedia layanan publik, dan memastikan apa
yang disediakan oleh penyedia layanan publik minimal sebesar
tambahan biaya (Marginal Cost) bagi masyarakat.Ada tiga jenis
retribusi, antara lain:

1) Retribusi perizinan tertentu (service fees) seperti penerbitan surat
izin (pernikahan, bisnis, kendaraan bermotor) dan berbagai
macam biaya yang diterapkan oleh pemerintah daerah untuk
meningkatkan pelayanan. Pemberlakuan biaya/tarif kepada
masyarakat atas sesuatu yang diperlukan oleh hukum tidak selalu

rasional.

2) Retribusi jasa umum (Public Prices) adalah penerimaan

pemerintah daerah atas hasil penjualan barang-barang privat, dan


https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pendapatan_Asli_Daerah&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pajak_daerah&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Retribusi_daerah&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Dana_perimbangan&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Dana_Bagi_Hasil&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Dana_Alokasi_Umum
https://id.wikipedia.org/wiki/Dana_Alokasi_Umum
https://id.wikipedia.org/wiki/Dana_Alokasi_Khusus
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Dana_darurat&action=edit&redlink=1

3)

jasa. Semua penjualan jasa yang disediakan di daerah untuk dapat
diidentifikasi secara pribadi dari biaya manfaat publik untuk
memberikan tarif atas fasilitas hiburan/rekreasi. Biaya tersebut
seharusnya diatur pada tingkat kompetisi swasta, tanpa pajak, dan
subsidi, di mana itu merupakan cara yang paling efisien dari
pencapaian tujuan kebijakan publik, dan akan lebih baik lagi jika
pajak subsidi dihitung secara terpisah.

Retribusi jasa usaha (specific benefit charges) secara teori,
merupakan cara untuk memperoleh keuntungan dari pembayar
pajak yang kontras seperti pajak bahan bakar minyak atau pajak

Bumi, dan Bangunan.

. Property Taxes (Pajak Bumi dan Bangunan)

Pajak Property (PBB) memiliki peranan yang penting dalam hal

keuangan pemerintah daerah, pemerintah daerah di kebanyakan

negara berkembang akan mampu mengelola keuangannya tapi hak

milik berhubungan dengan pajak property. Jika pemerintah daerah

diharapkan untuk memerankan bagian penting dalam keuangan

sektor jasa (contoh: pendidikan, kesehatan), sebagaimana seharusnya

mereka akan membutuhkan akses untuk sumber penerimaan yang

lebih elastis.



C.

Excise Taxes (Pajak Cukai)

Pajak cukai berpotensi signifikan terhadap sumber penerimaan
daerah, terutama pada alasan administrasi, dan efisiensi. Terutama
cukai terhadap pajak kendaraan. Pajak tersebut jelas dapat
dieksploitasi lebih lengkap daripada yang biasanya terjadi di
sebagian besar negara yaitu dari perspektif administrative berupa
pajak bahan bakar, dan pajak otomotif. Pajak bahan bakar juga terkait
penggunaan jalan, dan efek eksternal seperti kecelakaan kendaraan,
polusi, dan kemacetan. Swastanisasi jalan tol pada prinsipnya dapat
melayani fungsi pajak manfaat, didasarkan pada fitur umur dan
ukuran mesin kendaraan (mobil lebih tua, dan lebih besar biasanya
memberikan kontribusi lebih kepada polusi), lokasi kendaraan (mobil
di kota-kota menambah polusi, dan kemacetan), sopir catatan (20
persen dari driver bertanggung jawabatas 80 persen kecelakaan), dan
terutama bobot roda kendaraan (berat kendaraan yang pesat lebih
banyak kerusakan jalan, dan memerlukan jalan yang lebih mahal

untuk membangun).

Personal Income Taxes (Pajak Penghasilan)

Di antara beberapa negara di mana pemerintah subnasional memiliki
peran pengeluaran besar, dan sebagian besar otonom fiskal adalah
negara-negara Nordik. Pajak pendapatan daerah ini pada dasarnya

dikenakan pada sebuah flat, tingkat daerah didirikan pada basis pajak



yang sama sebagai pajak pendapatan nasional dan dikumpulkan oleh

pemerintah pusat.



